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KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

s =, KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : KEP-20/N.2/Cr.3/09/2025

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2025

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia serta Rancangan Awal Rencana
Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029
maka perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tentang Perjanjian
Kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahun

2025;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6755);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor




97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 67);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2006);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1842);

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 448);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 930);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

10. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352
Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis

Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA
BARAT TENTANG PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025.

Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2025 merupakan lembar atau dokumen yang berisi
penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan
unit kerja di bawahnya untuk melaksanakan program atau

kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada poin Kesatu

terdiri atas:

a. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Barat selaku Pimpinan Satuan Kerja.

b. Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Eselon III dibawah
Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

c. Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Eselon IV dibawah

Pejabat Struktural Eselon III.

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada poin Kesatu
dan Kedua paling sedikit memuat pernyataan untuk
mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu dengan

ketentuan:

a. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Barat ditandatangani oleh Jaksa Agung

selaku pimpinan Kejaksaaan;




b. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Eselon III
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ditandatangani oleh
Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku
atasan langsung;

c. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Eselon IV
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ditandatangani

Pejabat Struktural Eselon III selaku atasan langsung.

KEEMPAT :  Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud poin Kesatu,
Kedua, dan Ketiga disusun dalam 2 (dua) bagian, yaitu
pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran perjanjian

kinerja.

KELIMA :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 01 September 2025

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT

WAHYUDI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Madya

Tembusan:

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

2. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
3. Arsip.




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemenntahan yang efextif, transparan dan
akuntabel serta beronentasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Mama : ENEN SARIBANON, SH..MH.
Jabatan KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . BURHANUDDIN
Jabatan L JAKEA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinera yang saharusnya sesual
dengan l[ampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian targe! kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serla akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dar perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 20 Januar 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

i

(BURHANUDDIN)




FERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2025

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2

Memperkokoh ideologl pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energl, air, ekonomi kreatif,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruldur,

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi clahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan industnalisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri

. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

FIEH‘IDEFEI'I'IEEHI'I Kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politk, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lngkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat baragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Strategis - Indikator Kinerja Target

1 | Meningkatnya Kualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat a0
Pelayanan Publik dan
Penyuluhan Hukum

2 | Meningkainya Efektivitas | Tingkat Keberhasilan Fenanganan 90%
Penegakan Hukum dan | Perkara Pidana Umum yang
Keadian Melalui | Memenuhi Prinsip Keadilan
Transforrmasi Sistem s T

Pananganan Perkara  Pidana 80%
Khusus dan TPPU yang Memenuhi
Prinsip Keadilan

Penuntutan




No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Tingkat Keberhasilan Penanganan 75%
Perkara Pidana Militer (Koneksitas

dan HKoordinasi dengan Oditurat
Militer) yang Memenuhl Prinsip
Keadilan

3 | Meningkatnya Efekiivitas | Tingkat Keberhasilan Fenyelamatan | 80% |
Penyelamatan dan Pemulihan | dan Pemulihan Aset Negara
Aset seta Penyelamatan 43N | gt o ciesaian Penyelamatan | 80%
bt ugan | gan Pengembalian Kerugian Negara
Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata
d_-d- Munguatnya Tata Kelola Nilai Evaluasi Internal SAKIP Fi=
Organisasi yang Optimal, T T
Transparan dan Akuntabel | Niai Kinerja Anggaran "
Mo Program Anggaran
1 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum RP2.408.368.000
2 | Program Dukungan Manajemen RpS0.834.597 000
o Jumiah i  Rp53.240.965.000 |

D. PRIORITAS NASIONAL
Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri,

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung kepada Kepala HKejaksaan
Tingai.

Jakarta, 30 Januan 2025

Pihak Kedua,

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

7

{BURHANUDDIN)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANTON DELIANTO, S.H., M.H.
Jabatan . WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA
BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAHYUDI, S.H., M.H.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mataram, 01 Agustus 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
NUSATENGGARA BARAT,

(WAHYUDI, S.H., M.H.) (ANTON DELIANTO, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan

sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi,

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

serta memperkuat

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Dan TPPU yang Memenuhi Prinsip
Keadlian

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Kualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat
Pelayanan  Publik  dan 90
Penyuluhan Hukum
2 Meningkatnya  Efektivitas | Tingkat Keberhasilan Penanganan 90%
Penegakan Hukum dan | Perkara Pidana Umum  yang
Keadilan Melalui | Memenuhi Prinsip Keadilan
Transformasi Sistem Penanganan Perkara Pidana Khusus 90%
Penuntutan




No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Tingkat Keberhasilan Penanganan 75%
Perkara Pidana Militer (Koneksitas
Dan Koordinasi Dengan Oditurat
Militer) Yang Memenuhi Prinsip
Keadilan
3 Meningkatnya  Efektivitas | Tingkat Keberhasilan Penyelamatan 80%
Penyelamatan dan | Dan Pemulihan Aset Negara
Pemulihan  Aset Serta
Penyelamat.an d_an Tingkat Penyelesaian Penyelamatan | 80%
Pengembalian  Kerugian | pan pengembalian Kerugian Negara
Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata
4 Menguatnya Tata Kelola | Nilai Internal Evaluasi SAKIP 75
Organisasi Yang Optimal, _
Transparan Dan Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran 90
No Rincian Output Anggaran
1 Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp 2.406.368.000
2 Program Dukungan Manajemen Rp 50.834.597.000
Jumlah Rp 53.240.965.000

. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Agustus 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
] NUSAJENGGARA BARAT,

(WAHYUDI, S.H., M.H.) (ANTON DELIANTO, S.H., M.H.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawabh ini:

Nama :  MUH ZULKIFLI SAID, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAHYUDI, S.H., M.H.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS,

(WAHYUDI, S.H., M.H.) (MUH ZULKIFLI SAID, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No

Sasaran Program Indikator Kinerja Target

Meningkatnya Penyelesaian | Persentase tindak lanjut Laporan
Penanganan Perkara Tindak | Pengaduan Masyarakat di wilayah
Pidana Korupsi dan TPPU | Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
secara Transparan, | Barat

85%

Akuntabel dan Profesional Persentase perkara tindak pidana

korupsi dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap penyelidikan di wilayah 85%
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Barat




No

Sasaran Program

Indikator Kinerja

Target

Persentase perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap penyidikan di wilayah
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Barat

85%

Persentase Perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap pra penuntutan di wilayah
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Barat

85%

Persentase perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap penuntutan di wilayah
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Barat

85%

Persentase Perkara tindak Pidana
Korupsi dan TPPU vyang telah
dieksekusi di wilayah Kejaksaan
Tinggi Nusa Tenggara Barat

85%

Persentase pengembalian kerugian
keuangan negara melalui jalur Pidana
Khusus di wilayah Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Barat

85%

Meningkatnya Penyelesaian
Penanganan Perkara Tindak
Pidana Khusus, (Kepabeaan,
Cukai dan Pajak) dan TPPU
secara transparan, akuntabel
dan profesional

Persentase Perkara Tindak Pidana
Khusus (kepabeaan, Cukai dan
Pajak) dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap pra penuntutan di wilayah
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Barat

75%

Persentase Perkara Tindak Pidana
Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan
pajak) dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap penuntutan di wilayah
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Barat

75%

Persentase Perkara Tindak Pidana
Khusus (Kepabeaan, Cukai dan
Pajak) dan TPPU vyang telah
dieksekusi di wilayah Kejaksaan
Tinggi Nusa Tenggara Barat

75%




No

Rincian Output Anggaran

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Rp. 184,164,000
Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan
Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Rp. 515,000,000
Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan
Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Rp. 185,400,000
Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra

Penuntutan di Kejaksaan Tinggi

Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Rp. 82,500,000
Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya di Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang

Kejaksaan Negeri

Jumlah Rp. 967,064,000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1.

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS,

NUSA:

AN IAKS
s’:‘“e" &

£ C

(WAHYUDI, S.H., M.-H.) (MUH ZULKIFLI SAID, S.H., M.H.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawabh ini:

Nama . IRWAN SETIAWAN WAHYUHADI, S.H., M.H.
Jabatan . ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAHYUDI, S.H., M.H.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,
THENGGARA BAR§ , -

(WAHYUDI, S.H., M.H.) (IRWAN SETIAWAN WAHYUHADI, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Penyelesaian | Persentase perkara yang
penanganan perkara Tindak | diselesaikan berdasaran keadilan
Pidana Umum tertentu | restoratif di wilayah Kejaksaan Tinggi 70%
berdasarkan keadilan | Nusa Tenggara Barat
restoratif
2 | Meningkatnya kualitas Persentase perkara tindak pidana 90%
Penyelesaian Penanganan umum yang diproses hingga Pra-
Perkara Tindak Pidana Penuntutan di wilayah Kejaksaan
Umum Tinggi Nusa Tenggara Barat

Persentase perkara tindak pidana | 90%
umum yang diproses hingga
Penuntutan di wilayah Kejaksaan




No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Tinggi Nusa Tenggara Barat
Persentase perkara tindak pidana 90%
umum yang in  kracht van
gewusjdezaak (Berkekuatan hukum
tetap) yang telah dieksekusi di
wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa
Tenggara Barat
3 | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan masyarakat 90%
masyarakat terhadap layanan | terhadap layanan hukum bidang
hukum bidang tindak pidana | tindak pidana umum
umum
No Rincian Output Anggaran
1 | Perkara Pidana Umum dalam Tahap Pra Rp. 400,000,000
Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi
2 | Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Rp. 53,844,000
Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan
3 | Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan Rp. -
Restoratif pada Kejaksaan Tinggi
Jumlah Rp. 453,844,000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1.

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.

. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas

Kementrian/Lembaga.

Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.




Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,
RAT,

(WAHYUDI, S.H., M.H.) (IRWAN SETIAWAN WAHYUHADI, S.H.,M.H.)



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawabh ini:

Nama : RICKY FEBRIANDI, S.H.
Jabatan . PLT ASISTEN PEMULIHAN ASET

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAHYUDI, S.H., M.H.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

PLT ASISTEN PEMULIHAN ASET,

W

(WAHYUDI, S.H., M.H.) (RICKY FEBRIANDI, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

ASISTEN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

';I Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya  penyelesaian | Persentase penyelesaian
penyelamatan dan pemulihan | penyelamatan aset negara 80%
aset . .
Persentase penyelesaian pemulihan
aset negara 80%
2 | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan pemangku
pemangku kepentingan | kepentingan terhadap penyelesaian
terhadap penyelesaian | penyelamatan dan pemulihan aset 80%
penyelamatan dan pemulihan
aset




N Rincian Output Anggaran
1 | Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Rp 200.000.000
barang bukti/sitaan/rampasan

Jumlah Rp 200.000.000
D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

PLT ASISTEN PEMULIHAN ASET,

T

(WAHYUDI, S.H., M.H.) (RICKY FEBRIANDI, S.H.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawabh ini:

Nama . WAHYU TRIANTONO, S.H., M.H.
Jabatan . ASISTEN PENGAWASAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAHYUDI, S.H., M.H.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA ASISTEN PENGAWASAN,

(WAHYUDI, S.H., M.H.) (WAHYU TRIANTONO, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

ASISTEN PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

Meningkatnya akuntabilitas | Persentase Satuan Kerja di Wilayah
Kejaksaan Rl Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara BB/
Barat yang memperoleh predikat 75%
AKIP minimal A

Meningkatnya Integritas | Jumlah ASN di wilayah Kejaksaan 5%
Aparatur Kejaksaan RI Tinggi Nusa Tenggara Barat yang
dijatuhi hukuman displin

Terselenggaranya Persentase satker yang ditetapkan 85%
Kejaksaan RI sebagai Zona | sebagai Satker WBK/WBBM
Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK)
dan  Wilayah  Birokrasi




No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Bersih dan Melayani
(WBBM)

No Rincian Output Anggaran

1 Pelaksanaan inpeksi umum, pemantauan, audit Rp. 200.000.000
reviu

2 Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui Rp. 34.400.000

klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan
Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan

Negeri

3 Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui Rp. 40.520.000
inspeksi kasus terdapat pada Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang
Kejaksaan Negeri

4 Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Rp. 30.000.000
dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan
Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan
Negeri

5 Inspeksi Pemeriksaan Keuangan / Rp. 100.000.000
Pendampingan BPK

Jumlah Rp. 404.920.000

D. PRIORITAS NASIONAL
E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.



Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA ASISTEN PENGAWASAN,

(WAHYUDI, S.H., M.H.) (WAHYU TRIANTONO, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawabh ini:

Nama : ADE INDRAWAN, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAHYUDI, S.H., M.H.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

(WAHYUDI, S.H., M.H.) (ADE INDRAWAN, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Keberhasilan Persentase Perkara Perdata yang | 80%
Penyelesaian Perkara Perdata | Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi
dan Tata Usaha Negara
Persentase Perkara Perdata yang | 80%
Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi
Persentase Perkara Tata Usaha | 80%
Negara yang Diselesaikan Melalui
Jalur Litigasi
2 | Meningkatnya Pengembalian | Persentase Pengembalian Kerugian | 80%
Kerugian Keuangan Negara | Negara Melalui Jalur Perdata
Melalui Jalur Perdata




No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
3 | Meningkatnya  Pelaksanaan | Jumlah  Kegiatan  Pertimbangan | 80%
Kegiatan Pemberian | Hukum, Pelayanan Hukum dan
Pertimbangan Hukum, | Tindakan Hukum Lain.
Pelayanan Hukum dan
Tindakan Hukum Lain
No Rincian Output Anggaran
1 | Pertimbangan Hukum/Penampingan Rp. 30,000,000
Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di
Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri
2 | Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Rp. 60,000,000
diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
3 | Layanan Layanan Informasi dan Pelayanan Rp. 9,600,000
Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
4 | Pengelolaan Halo JPN di Kejaksaan Rp. 9,600,000
Tinggi/Kejaksaan  Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri
5 | Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Rp. 35,000,000
Tata Usaha Negara di Kejaksaan
Tinggi/Kejaksaan  Negeri/Cabang  Kejaksaan
Negeri
Jumlah Rp. 144,200,000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas

Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.




Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
WSATENGGARA BARAT,

< s
-}
\
| /
L
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Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertama,

ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA

USAHA NEGARA,

(ADE INDRAWAN, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUHARTONO, S.H., M.H
Jabatan : ASISTEN INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAHYUDI, S.H.,, M.H
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

ASISTEN INTELIJEN,

(WAHYUDI, S.H., M.H.) (SUHARTONGO, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya pelaksanaan | Persentase pelaksanaan operasi
operasi intelijen yang | intelijen yang berkaitan dengan
berkaitan dengan bidang | bidang Ideologi, Politik, Pertahanan 85%
Ideologi, Politik, Pertahanan | dan Keamanan
dan Keamanan
2 | Meningkatnya pelaksanaan Persentase pelaksanaan Operasi
Operasi Intelijen yang Intelijen yang berkaitan dengan 85%
berkaitan dengan bidang bidang sosial, budaya dan
sosial, budaya dan kemasyarakatan
kemasyarakatan
3 | Meningkatnya  pelaksanaan | Persentase pelaksanaan Operasi 85%




No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Operasi Intelijen yang | Inteljen yang berkaitan dengan
berkaitan dengan bidang | bidang ekonomi dan keuangan
ekonomi dan keuangan

4 | Meningkatnya kegiatan | Persentase Kegiatan Pengamanan
Pengamanan Pembangunan | Pembangunan Strategis 85%
Strategis

5 | Meningkatnya operasi intelijen | Persentase pelaksanaan Operasi
yang berkaitan dengan | Intelijen yang berkaitan dengan 85%
teknologi informasi dan | teknologi informasi dan produksi
produksi intelijen intelijen

6 | Meningkatnya kualitas dan | Persentase lembaga/ pihak yang
kuantitas penyuluhan dan | diberi penyuluhan dan penerangan 85%
penerangan hukum hukum

7 | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan pemangku
pemangku kepentingan | kepentingan terhadap layanan 85%
terhadap layanan penyuluhan | penyuluhan dan penerangan hukum
dan penerangan hukum

No Rincian Output Anggaran

1 | Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Rp. 60.000.000
Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan
Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan
Negeri

2 | Kegiatan/ Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Rp. 60.000.000
Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri

3 | Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi Rp. 72,500,000
dan Kejaksaan Negeri

4 | Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis Rp. 100,000,000
di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri

5 | Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum Rp. 77,952,000
pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

6 | Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Rp. 84,800,000
Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri

7 | Pelaksanaan Pelayanan Media dan Kehumasan Rp. 18,000,000

8 | Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Rp. 58,008,000
Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

9 | Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO Rp 80,000,000

10 | Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Rp. 30,000,000




Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri

Jumlah Rp. 641.260.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementerian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA ASISTEN INTELIJEN,

(SUHARTONO, S.H., M.H.)

(WAHYUDI, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rochman Marsudi. S.H., M.H.
Jabatan : Pemeriksa Tindak Pidana Umum dan Pemulihan Asel pada
Kejaksaan Tinggl Musa Tenggara Baral

Selanjuinya disebut pihak pertama

Nama . Wahyu Triantono, SH., M.H.
Jabatan . Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggl Nusa Tenggara
Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampéan perjanjian ini; dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
sepertl yang lelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian targel kinerja tersebul men@d langgung jawab kam,

PFihak kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dar perjenjian ini dan akan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Mataram, 01 Jull 2025
Pihak Pertama,
Pameriksa Tindak Pidana Umum dan

(Ro rsudi, S.H., M.H)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A, TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yarg Inklusif dan Berkelanjutan,

B. DELAPAN AGENDA PEMEANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1

. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2.

Memantapkan sistem periahanan keamanan negara dan  mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi. air, ekonomi kraatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biry

. Meningkatkan lapangan kera yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industni kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, keschatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serla penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang dizabilitas.

- Melanjutkan hilinsasi dan industrialisasi untuk manngkatkan niai lEmbah di

dalam negeri.

. Mambangun dar desa dan dar bawah untuk pemeratasn ekonomi dan

pemberantazan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi  politik, hukum, dan birokresi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan komupsl dan narkoba.

. Memperkust penyelarasan kehidupan yang harmanis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, sera peningkatan tolerans antar umat beragama untuk mencapai
masyarakal yang adil dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Keglatan indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya  Integritas | Jurnlah Aparatur Sipil Megara 0
Aparatur Kejaksaan | (ASMN) Kejaksaan Republik
Republik Indonesia Indonesia Yarndg Dhijatuhi
Hukuman Disiplin
Farsentase FPenyelasaian | 100%

Laporan Pengaduan lerhadap
Aparatur Kejaksaan




No Rincian Dutput Anggaran
1 Pelaksanaan inpeksi umum, pemantadan, audit Rp. 200.000.000
rewiu
2 | Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti malalui Rp. 34.400.000

kiarifikasi pada Kejaksaan Tingg, Kejaksaan
MNegen yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri
3 | Laporan pengaduan yang ditindaklanjutl metalui Rp. 40.520.000
inspeksi kasus terdapat pada Kejakzaan Tingagl,
Kajaksaan Negeri yang lerdapat Cabang
Kejaksaan Negeri

4 | Audit Perbitungan Kerugian Negara yang Rp. 30.000.000
dilaksenakan di Kejaksaan Tingg Kejaksaan
Megeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeari

5 Inspeksi Femeriksaan Keuangan I Rp. 100.000.000
FPandampingan BPK
Jumilah Rp. 404,920,000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Peleksanaan Rencana Aksi NaskionallStrategl Masional di Lingkungan Rejaksean
Republik Indonasia,

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republk indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan sera Keanggolaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Kemenirian/Lembaga.

3, Pelaksanaan Tugas Direktfiinstruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Pertama,

Pemariksa Tindak Pidana Umum dan




PERJAMJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemermtahan yang efektf, transparan dan
akuniabel sera berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Helmy Hidayat, 5.H., M.H.
Jabalan . Pemeriksa Intelijen pada Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggl Nusa Tenggara Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wahyu Trantono, S.H., M.H.
Jabatan ¢ Asisten Bidang Pengawasan Kesaksaan Tinggl Nusa Tenggara
Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanj akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperll yang lelah dilelapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian targe! Kinerja tersabut menjadi @nggung jawaby kami.

Pihak kedua akan melakukan supenvisi yang diparukan seria akan melakukan evaluasi
terhadap capaian Kinerja dar perjanjian inl dan akan mengambi tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanks:.
Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Kedua, Pthak Perlama.

gidang Pengawasan
eMusa Tenggara Barat,




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A, TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

B
2.

Memperkokoh ideologl pancasila, demokrasl, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem periahanan keamanan negara dan  mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi Fijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatken lapangan kera yang berkualilas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industr kreatif, dan mefanjutkan pengembangan infrastrukiur.

. Memperkual pembangunan sumber dayva manusia (SDM), sains, teknologr,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahrags, kesetaraan gender, serta penguatan
peran pereampuan, pemuda, dan penyandang disabditas.

. Melanjutkan hilinsasi dan indusinabsasi untuk mMeningkatkan nilal tambah 9
dalam nagesi.
. Membangun dar desa dan dad bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pembarantasan kemiskinan,

» Memperkuat reformasi poltik, hukem, dan birckrasi, serla memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyalarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan twleransi antarumat beragama uniuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinera Target
1 | Meningkatnya Integritas | Jumlah Aparatur Sipil ]
Aparatur Kejaksaan | Magara (ASN) HKejaksaan
Republik Indonesia Republik  Indonesia yang
Dijatuni Hukuman Disiplin
Persentase Penyelesaian 100%
Laporan Pengaduan terhadap
Aparatur Kejaksaan




No Rincian Output Anggaran
1 | Pelaksanaan inpeksl umum, pemantauan, awdit Rp. 200,000,000
reviu
2 | Leporan pengaduan yang ditindakianjuti melaiui Rp. 34,400,000

klarifikasi pada Kejakssan Tinggi, Keiaksaan
MNegeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negen
3 | Laporan pengaduan yang ditindaklanuti melalul Rp. 40.520.000
inspeksl kasus terdapat pada Kejaksaan Tinggl,
Kejaxszaan MNegeri wyang terdapat Cabang
Kejaksaan MNeger

4 | Audit Perhitungan Kerugian MNegara yang Rp. 30.000.000
dilaksanakan di Kejaksaan Tingg:, Kejaksaan
MNegeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri

5 | Inspeksi Pemarksaan Keuangan / Rp. 100000000
Pendampingan BPK
Jumiah Fp. 404.920.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Masional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia,

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewsenangan Kejaksaan Repubfik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan seria Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Jull 2025

Pihak Kedua, Pihak F'uﬁlr'ta:rnil_1

!
Peme n 1Ipn




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerntahan yang efektif, transparan dan
akuntabel sarta barorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

MNama : Andi Sumardi, 5.H., M.H.
Jabalan  Pemeriksa Kepegawsian dan Tugas Umum pada Asisten
Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Baral

Selanjutnya disebut pihak perdama

Mama ¢ Wahyu Triantono, S.H., M.H,
Jabatan : Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Musa Tenggara
Barat

Selaky atasan lengsung pthak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak pertama berjani akan mewujudkan targel kinera yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menangah
seperl yang lelah dilelapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pancapaian targetl kinerja tersabut merjadi tanggung jawab kami.

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindaskan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertarmna,

Penrgawasan Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum
sa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,

g el

Hiahtono, S.H., M.H.) (Andi Sumardi, S.H,, M.H)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A, TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,

B. DELAPAN AGENDA PEMEANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1:
2,

Memperkokoh ideologl pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan  mendarong
kemandiran bangsa melalul swasembada pangan, anargl, air, ekonami kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi bing.

. Meningkatkan lapangan kera yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industr kreatil, dan melanjutkan pengembangan infrastrukiur

. Memperkibal pembangunan sumber daya manasia (SDM), sains, teknolog,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serda penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirsasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam nageri,

. Mambengun darl desa dan darf bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pembarantasan kemiskinan,

. Memperkuat reformasi poltik, hukum, dan birckrasi, serta memperkual

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmanis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat baragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Meningkatnye  Integritas Jumiah Aparstur Sipil MNegara 0
ApaEratur Kejaksaan [ASN) Keajaksaan Republik
Fepublik Indonesia Indonesis yang Dijatuhi Hukuman |

Dislplin

Ferseniase Penyelesaian Laporan T00%
Pengaduan  terhadap  Aparatur
Fejakzaan




No Rincian Qutput Anggaran

1 Pelaksanaan inpeksi umum, pemantauan, Rp. 200.000.000
audit reviy

2 |Lasporan pengaduan yeng diindaklanjust Rp. 34.400.000

melalui  klarifikasi pada Kejakssan Tinggi,
Kejaksaan MNegerd vang terdapat Cabang
Kejaksaan Neger

3 |Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti Rp. 40.520.000
mekatui  Inspeksl kesus terdapat  pada
Kejaksaan Tinggl, Kejaksaan Neger yang
terdapat Cabang Kejaksaan Megeri

4 Audit Perhitungan HKerugian MNegara vang Rp. 30.000.000
dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejsksaan
Megern yang lerdapat Cabang Kejaksaan

Negen
5 Inspeksi Pemerksaan Kauangan ! Rp. 100.000.000
Pendampingan BFK

Jumizh Rp. 404 820,000

D. PRIORITAS NASIONAL
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Repubik Indonesia,

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serla Keanggotzan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Kementran/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktiflinstruks| Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025
Fihak Pertama,

Pameriksa Kepegawaian dan Tugas Umum
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,

§ O

{Andi Sumardi, 5.H., M.H.}




FERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiil, transparan dan
akurtabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

MNama . Pintono Hartovo, S H.
Jabatan ¢ Pemerksa Perdats dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan
Tinggi Musa Tenggara Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama : Wahyu Triantono, S.H., MH.
Jabatan . Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggl Nusa Tenggara
Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan larget kinera yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjan ini, dalam rangka mencapat target kinera jangka menengah
seperti yang flelah ditetapkan dalam dokurmen perencanaan. Keberhasilan can
kegagalan pencapaian target kinena lersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervsi yang diperlukan sera akan melakukan evaluasi
terhadap capalan Kinerja dan peranjian ini dan akan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Fihak Pertama

FPemariksa Perdala dan Tata Usaha
MNegara

sl

{Pintono Hartoyo, 5.H.)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memartapkan sistem periahanan keamanan nagara dan  meandorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air. ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

- Maningkatkan lapangan keris yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

meangembangkan Industr kreati!, dan metanjutkan pangambangan (nfrastrukiur,

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestas olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Madanjutkan hilingasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nila: tambah di

dalam nagen.

. Membangun dar desa dan dar bawah uniuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, sera memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkcba.

- Mamperkuat penyelarazan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, sena peningkatan tolerans: antarumat beragama untuk mencapai
rasyarakal yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

|
No Sasaran Kegiatan indikator Kinerja | Target
1 | Meningkatnya  Integritas | Jumiah Aparatur Sipdl | 0
Aparatur Hejaksaan | Negara (ASN) Kejaksaan
Repubiik Indonesia Republk Indonesia yang

Digatuhi Hukuman Dislplin

Persentase Penyalesalan ; 100%
Laporan FPengaduan lernadap
| Aparatur Kejaksaan |




Mo Rincian Output Anggaran

1 | Pelaksanaan inpeksi umum, pemaniauan, audit Rp. 200,000,000
reviu

2 | Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui Rp. 34.400.000

klarifikasi pada Kejaksaan Tinggl, Kelaksaan
Meger yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri
3 | Laporan pengaduan yang ditindaklanuti melalul Rp. 40.520.000
inspeksi kasus terdapat pada Kejaksaan Tinggi,
Kejsksaan Megeri yang terdapat Cabang
Kejaksaan Neger

4 | Audit Perhitungan Kerugian MNegara yang Rp. 30.000.000
diteksanakan di Kejaksaan Tingg, Kejaksaan
MNegeri yang terdapat Cabang Kelaksasn Negeri

5 | Inspeksi Pemeriksaan Keuangan i Rp. 100.000.000
Pendampingan BPK
Jumilah Fp. 404.920.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Masional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonasia,

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraluran Perundang-Undangan serta Keanggotzan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktifinatruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Perama,

Pemeriksa Perdata dan Tala Usaha
Negara

(Pintano Harloyo, S.H.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mawujucdkan manajemen permarintahan yang efektif, transparan dan
akurtabel serta berorienias pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Mama ¢ St Salmia, S.H
Jabatan » Pemerksa Keuvangan pada Kejakssan Tinggi Musa Tenggara
Barat

Salanjutnya disebut pinak partama

MNama : Wahyu Triantono, 5. H., M.H
Jabatan . Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Barat

Selaku atasan langsung pihak perlama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama beranji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinena tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dperlukan sera akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinera darl perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KER.JA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

P
2

Memperkokoh deologl pancasila, deamokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem perahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreati,
ekonomi hjau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerna yang ber<ualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industrl krealil, dan melanjultkan pengembangan inrastrukiur,

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestas olahraga, kesetarsan gender, sera penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Mealanjutkan hilinsasi dan indusirialisssi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri,

. Membangun dari desa dan dari bawah unluk pemerataan ekonomi dan

pembaraniasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencagahan dan pemberantasan konupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmanis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, sera peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya  Integritas | Jumiah Aparatur Sipd 0
Aparatur Hejaksaan | Negara (ASN) HKejaksaan
Republik Indonasia Republk Indonesia yang
Dijatubi Hukuman Disiplin
Persentase Penyelesaian 100%
Laporan Pengaduan terhadap
Aparstur Kejaksaan




No Rincian Output Anggaran

1 | Pelaksanaan inpeksi umum, pemantauan, audit Rp. 200, 000,000
reviu

2 | Laporan pengaduan yvang dilindaklanjuti melalui Rp. 34.400.000

klarifikasl pada Kelaksaan Tinggl, Kelaksaan
MNegen yang terdapal Cabang Kejaksaan Neger
3 | Laporan pengaduan yang ditindaiklanjuti melalul Rp. 40.520.000
inspeksi kasus terdapal pada Kejaksaan Tinggl,
Kejgksaan Meger vang terdapat Cabang
Kejaksaan Negeri

4 | Audit Perhitungan HKenugian MNegara yang Rp. 30.000.000
diaksanakan di Kejaksaan Tinggl RKejaksaan

MNegeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri

g | Inspeksi Pemeriksaan Keuangan ! Rp. 100.000.000
Pandampingan BPK
Jumlah Rp. 404.920.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksl Nasional/Strategl Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peratluran PerundangUndangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktifinstruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Perlama,

Pemeri Feuangan




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektil, transparan dan
akuntabel serta beronentas pada hasil, yang bertanda tangan dibawah iri:

Nama : Cahyadi. S H., M.H.
Jabatan : Pemeriksa Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer pada
Kajaksaan Tinggl Musa Tenggara Barat

Salanjutnya disebut pihak pertama

Marma : Wahyu Tranlono, S H., MH.
Jabatan : Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Musa Tenggara
Barat

Selaku atasan langsung pihak perama, selanjutnys disebul pihak kedua

Fihak pertama beranji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesual
dengan lampiran peranjian ini, dalam rangka mencapai larget kinerja jangka menengah
seperti yang Ielah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan
kegagalan pencapalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kame.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan vang
diperfukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksl,
Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertama,

Femeriksa Tindak Pidana Khusus dan
Pidant Militar




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A, TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi vang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1

. Memperkokoh deologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2.

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan  mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energl, air, ekanomi kreatif,
ekanami héjau, dan ekonomi binu.

- Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri krealil, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur,
Memperkuat pembangunan sumbar daya manusia (SOM), sains, eknologl,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keselarman gender, serta panguatan
pefan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan industriafisasi untuk meningkatkan nilal tambah di

dalam negen,

. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pambarantasan kemiskinan,

. Memperkuat reformasi politk, hukum, dan birckrasi, serla memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat bersgama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA,

Mo Sasaran Keglatan Indikator Kinerja Target
i | Meningkatnya  Integritas | Jumiah Aparatur Sipil 0
Aparatur Kajaksaan | Negara (ASN) Kejaksaan
Republik Indonesia Republik Indonesla yang
Dijatuhi Hukuman Digiplin
Pemsantase Penyalesaian 100%
Laporan Pengaduan terhadap ]
Aparstur Kejaksaan Il




Mo Rincian ODutput Anggaran
1 | Pelaksanaan inpeksi umum, pemantauan, audit Fp. 200,000,000
reviu
'—i’ Laporan pengaduan yang diindaklanjuli mealalui Ro, e 400,000

klarfikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan
| Neger yang terdapat Cabang Kejaksaan Megex
| 3 | Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti metalui | Rp. 40.520.000
inspeksi kesus terdapat pads Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Neger vyang terdapat Cabang
Kejaksaan Neger

4 | Audit Perhitungan HKerugian MNegara yang Rp. 30.000.000
dilaksanakan o Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan
Megen yang terdapat Cahang Kejaksaan Negeri
9 | Inspeksi Pemeriksaan Keuangan ! Rp. 100,000,000
Fendampingan BFK

Jumiah Rp. 404.920.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi NasionaliStrategl Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejsksaan Republik Indonesia dalam

Paraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Kemenirian/Lembaga.

3. Pelasksansan Tugas Direktiflinstruks| Jaksa Agung.

Mataram, 01 Jull 2025

Pihak Perlama,

Pemeriksa Tindak Fidana Khusus dan
Pid [liker

fiyu Triantono, S.H., M.H.) (Cahyadi, S.H., M.H.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangxa mewujudkan manajemen pemeriniahan yang efeklil, ransparan dan
akuntabel serla berorientas! pada hasil, yang berlanda targan dibawah ini:

Maima . Hendarsyah Yusuf Permana, S.H, MH.

Jabatan . PLT Kepala Seksi Penuntutan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama + Muh Zulkifii Said, S.H., M.H.

Jabatan . Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

Selaki: atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebul pihak kedua

Pihak pertama bedanji akan mewujudken target kinerjg yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinera jangka menengah
seperti yang lelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. HKeberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supanvisi yang diperlukan sera akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinema dan penanjan inl dan akan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 12 September 2025
Prhak Pertama,
PLT Kepala Seksi Penuntutan,

L{?

(Hendarsyah Yusuf Permana, 5.H.,, MH.)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

ot

2

Memperkokoh deologl pancasila, demokrasl, dan hak asast manusia (HAM),

Memantapkan sistem periahanan keamanan negara dan  mendormng
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, enargi, air, ekonomi kreatif,
akonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengambangkan industri kreatl!, dan mealanjutkan pengembangan infrastrukiur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia {SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraegs, kesetarsan gender, sera penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabiitas.

. Melanjutkan hilinsasi dan industrializasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri,

. Membangun dar desa dan dar bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkual reformasi politik, hukum, dan birckrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantesan korupsi dan narkoba,

. Memperkual penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

N
a

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1

Meningkatnyas Penyelesaian | Perseniase Perkara Tindak Picana 0%
Penanganan Perkara Tindak | Korupsi dan  TPPU  yang
Pidana Korupsi dan Tindak | Diselesaikan pada Tahap Pra
Pidana Pencugien Usng | Penuntutan

(TPPU) secara Transparan,
Akuntabel, dan Profesional

Persentase Perkara Tindak Pidana 0%
Korupsi dan TPPU yang




I: Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Diselesafkan pada Tahap
Penuniutan

2 | Meningkainya Penyelesaian | Persentase Perkara Tindak Pidana 0%
Penanganan Perkara Tindak | Khusus {Kepabeanan, Cukai, dan
Pidana Khusus {Kepabeaan, | Pajak) dan TPPU Yang
Cukal, dan Pajak) dan TPPU | Diselesaikan pada Tahap Pra
BECEE Trensparan, | Penuntutan

Akuniabel, dan Profesional

Persentase Perkara Tihdak Fidana 90%
Khusus [Kepabeanan, Cukal, dan
Pajak} dan TPPU yang
Diselasaikan pada Tahagn

Panuniutan
|
Rincian Output Anggaran
Parkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Rp 1685.400.000

Fidana Khusus Lainnya pada Tabap Pra
Panuntutan di Kejaksaan Tinggi

Jurriah Rp 185.400.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Stralegi Masional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2. Pelaksansan Tugas dan Kewenangan Hejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraluran Perundang-Undangan serta Keanggotsan Kejgksaan dalam Tim
Lintas Kementdan/Lembaga.

d. Pelaksanaan Tugas Direktiflinstruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025
Fihak Perama,

Seks Peanuniutan,

ah Yusuf Permana, 5.H., M.H.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif. transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini;

Mama . Hendarsyah Yusuf Permana, 5.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Penyidikan
Selanjutrya disebut plhak pertama
Mama ¢ Muh Zulkifii Said, 5.H., M.H.
Jabatan ¢ Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

Selaku atasan langsung pihak partama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telzh ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapalan targel kinerja lersebut menjad| langgung jawab kaml.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
ternadap capaian kinerfa dar perdanjian inl dan akan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pembarian penghargaan dan sanksi

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Partama,

Kepala Seksi Penyidikan,

{ h Yusyf Permana, 5.H., MH.)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A, TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1

. Memperkokoh ideolpgl pancasiia, demokrasl, dan hak asas! manusia (HAM).
2.

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan  mendoranyg
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan akenomi Biny.

. Meningkatkan lapangan kera yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastrukiur,

. Memperkual pembangunan sumbar daya manusia [(SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesaetaraan gender, serta panguatan
peran pereampuan, pemuda, dan penyandang disabllitas.

. Melanjutkan hilinsasi dan industrialisasi uniuk meningkatkan nilai lamban di

dalam negern,

. Membangun dar desa dan dard bawah unluk pemerataan akonoms dan

pemberaniazan kemiskinan.

. Memperkual reformasi  politik, hukum, dan birokrasi, serda  memperkuat

pencegahan dan pemberantasan kornupsi dan narkoba.

- Memperkuat peryelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budava, =erla peningkalan tolerans: antarumal beragama unluk mencapal
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

o

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja _ Target

1

Meningkatnya Penyelesalan | Persentass Tindak Lanjul Laparan 0%
Penanganan Perkara Tincek | Pengaduan Masyarakat

Pidana Korupsl dan Tindak
Pidana Pencucian LUang

(TPPU) secara Transparan, | Persentase Perkara Tindak Pidana | 90%
Akuntabel, dan Profesional Korupsi dan TPPU  yang
Diselesaikan pada Tahap
Penyelidikan




: Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Persentase Perkara Tindak Pidana 0%
Korupsi dan TPPU wang
Diselosalkan pada Tahap
Penyidikan
Rincian Qutput Anggaran
o
1 | Perkara Tindak Fidana Korupsi dan Pencucian Rp 184,164,000
Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kegaksaan
TinggiKejaksaan Megerd/Cabang Kepksaan
MNeger
2 | Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Rp 515.000.000
Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan
TinggiWejaksaan Meger/Cabang Kejaksaan
MNeger
Jumlah Rp 690 164.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasionsl/Strategl Masional di Lingkungan Kejaksaan
Repubfk Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
FPeraluran Perundang-Undangan sera Keanggotaan Kejaksaan dalem Tim
Lintas Kementrian/Lembaga.

3, Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Jull 2025
Pihak Partama,
aksi Penyidikar,

yah Yusuf Permana. SH., MH.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerinfahan yang efektif, ransparan dan
akuniabel serta berorientasi pada hasil, vang bertanda tangan dibawah ini;

Nama . Abdirun Luga Harlianto, S.H,, M. Hum.
Jabatan ¢ Kapala Seksi Panyidikan

=elanjutnya disebut pihak perama

Mama : Muh Zulkifli Said, S.H, MH,
Jabatan . Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerfa yang seharusnya sasual
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetepkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian targe! kinera lersebul menjadi tanggung jawab kamil.

Pihak kedua akan melakukan supenisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinefa dar peranjian ini dan akan mengambi findakan vang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

ayk Hukum Lugh Biasa,
i




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A, TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkalanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1

. Memperkokoh ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2.

Memantapkan sistem pertshanan keamanan negam@a dan  mendorang
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan. energl, air, ekonomi kreati,
ekoromi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkaikan lapangan kerja yang berkualtas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industr kreatif. dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SOM), sains, fteknologl,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran parempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilinsasi dan indusirialisas unluk meningkatkan nilal lambah di

dalam negeri.

Membangun dan desa dan dar bawah uniuk pemerataan ekonomi dan
pemberaniasan kemiskinan,

« Memperkuat reformasi  politik, hukum, dan birckrasl, serda memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dangan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan foleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakal yang adil dan makmur

C. KINERJA UTAMA

N
o

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1

Meningkatnya Penyelesaian | Persentase Perkara Tindak Pldana 0%
Penanganan Perkara Tindak | Korupsi dan TPPU yang Telah
Pidana Korupsi dan Tindak | Dieksekusi

Pidana Pencucian Llang
{TPPU) secara Transparan,

Akuntabel, dan Profesional | Persentase Pengembalian 0%
Kerugian Keuangan  Megara
Melalui Jalur Pidana Khusus




: Sanaran Kngiakan indikstor Kinerja Target |
2 | Meningkatnya Penyelesaian | Pergentase Perkara Tindak Pidana B0%
Fenanganan Perkara Tindak | Khusus (Kepabsanan, Cukai, dan
Pidana Khusus (Kepabeaan, | Pajak) dan TPPU yang telah
Cukai, dan Fajak) dan TPPU | Dieksekusl
secara Transparan,
Akuntabel, dan Profesional
N Rincian Output Anggaran
1 | Dukungan Kegiatan Teknis Pakara Tindak Pidana Rp B2.500.000
Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di
Tinggvkejaksaan Neger/Cabang  Kejaksaan
MNager
Jumlah Rp 82.500.000

D. PRIORITAS NASIONAL
E. KINERJA TAMEAHAN

1. Pelaksansan Rencana Aksi Masional/Strategi Masional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

Z. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Rapublik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan sera Keanggolaan Kejakzaan daiam Tim
Lintas Kementran/Lembaga,

3. Pelaksanaan Tugas Direktifinstruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Perama,

Kepala Seksl Ugaya Hukum Luar Biasa,
Eksekusiy dban Eksaminasi,




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabal serta berorienlasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

MNama ¢ Alfierro, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Operasi
Salanjutnya disebut pihak pertama

Mama : Muh Zulkifli Said, S H., MH

Jabatan :  Aslisten Bidang Tindak Pidana Khusus

Selaku atasan langsung plhak perama, selanjulnya disebut pihak kedua

Pihak pertama beranji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilen dan
kegagalan pencapaian targel kinerja tersebut menjadi langgung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capalan kinerja dar perjanjian inl dan akan mengambil findakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksl.

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Partama,

Kepala Seksi Pengendalian Operazi,

(Adfierro, S5.H., M.H.)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inkiusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2,

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistem pertashanan keamanan negara dan  mendorong

kemandirian bangsa melaly swasembada pangan, energl, air, ekonami kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi binu.

. Meningkatkan lapangan kera yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreafif, dan melanjutkan pengembangan infrastrukdur.

. Memperkual pembangunan sumber daya manusis (SDM), sains, texnologi,

pandidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pamuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilinsasi dan indusinaiisasi untuk meningkatkan nilal tamban di
dalam negern,

. Membangun dari desa dan dar bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi  politk, hukum, dan birckrasi, serta memperkuat

pencagahan dan pemberaniasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makrmur,

KINERJA UTAMA,

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

.1

e

2

K




N Rincian Qutput Anggaran

o

1 |- =

2 '] -
Jumiah -

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINER.JA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rancana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Rapublk Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesgia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotasgn Kejaksaan dalam Tim

Lintas Kementrian/Lembaga,

d. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

Mtataram, 01 Jub 2025
Fihak FPertama,

Kepala Seksi Pengendalian Operasi,




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka meawujudkan manzjemen pemenntahan yang efekiil, transparan dan
akuntabel serta baronentasl pada hasil, yang berfanda tangan dibawah ini:

Mama : Agus Darmawijaya, S H., MH.
Jabatan ; Kepala SeksiC

Selanjutnya disabut pihak pertama

Mama ¢ Irwan Setiswan Wahyuhadi, S H., M.H.
Jabatan . Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

Salaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesual
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menangah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinera tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dan perdanjian ini dan akan mengambi tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Pertama,
Kepala Seksi C,

{Agus Darmawljaya, S H., MH.)




PERJAMJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1
2

- Memperkokoh ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

. Memantapkan sistem periahanan keamanan negam dan  mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, enargl, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonami biru,

. Meningkatkan lapangan kera yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur,

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesshatan, prastasl olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,

5. Melanjutkan hilinsas: dan industnalisasi untuk meningkatkan nilal tambah di

dalam negeri,

6. Membangun dar desa dan dan bawah unluk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan,

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasl, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, sera peningkatan toleransi antarumal beragama untuk mencapai
masyarakal yang adil dan makmur,

C. KINERJA UTAMA,

: Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Meningkainya Penyelesaian | Perseniase Perkara yang 70
Fenanganan Perkara | Diselesaikan Berdasarkan
Tindak  PFidane  Umum | Keadilan Restoratf
Terteniu Berdasarkan
Keadilan Restoratil
2 | Meningkainya Kualitas Percentase  Perkara  Tindak 60
Pamyalosalan Penanganan Pidana Umum vyang Diproses
Perkara Tindak Pidana hingga Pra Penuntutan
3 b L Persentase  Perkara  Tindak 8o
Fidana Umum vang Diproses




.8

Sasaran Keglatan Indikator Kinerja Target

hingga Panuntutan

Persentase Perkara  Tindak B0
Pidana Umum yang Berkekuatan
Hukum Tetap ({inkracht van
gewisjderaak) pada Peradilan
Tingkat Pertarmma dan  telah

Digksekusi
Rincian Output Anggaran
Perkara FPidana Umum Dalam Tahap Pra Rp. 400.000.000

Penuntutan Pada Hejaksaan Tinggiejaksaan
Negen/Cabang Kejaksaan Neger

2 | Dukungan Kegiaien Tekns Perkara Tindak Rp. 53.844.000
Pidana Umum di Kejaksaan TinggiMejaksaan
Meger/Cabang Kejaksaan Meger

3 | Layanan Restorative Justice Perkara Tindak -
Pidana Limum

Jumiah Rp. 453.344 000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia,
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan sera Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Kementrizn/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direkliffinstruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025
Fihak Pertama,
Kepala Seksi C,

[Agus Dammawijaya, S.H., ML.H.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekti, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasill, yang berlanda tangan dibawah ini:

Mama . Heru Sandika Trivana, S H.
Jabatan . Kepala Seksi A

Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama t Irwan Setiawan Wahyuhadi, 5. H., M.H.
Jabatan . Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual
dengan lampiran perfanjian inl, dalam rangka mencapal target kinera jangka menengah
saparll yang felah ditetapkan dalam dokumen perencanasn. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian larget kinerja lersebul menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi vang diparlukan serta akan melakukan evaluasi
lerhadap capaian kinerja dar perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang
dipariukan dalam rangka pemberan penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonoml yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Mamantapkan sistem pertahanan  Keamanan negara can mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ehkonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kefa yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjulkan pengembangan Infrastrukiur,

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prastasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemeda, dan penyandang disabilitas

. Melanjutkan hilinsasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilal tambah D

dalam negen.

. Membangun dan desa dan darl bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemizskinan,

. Memperkuat reformasi  politik, hukum, den birokrasl, sera memperkual

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serla peningkatan loleransi antarumat beragama unfuk mencapai
masyarakat vang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

': Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Pernyalesalan | Persantase Perkara yang T0%
Penanganan Perkara | Disalesalkan Berdasarkan
Tindak Pidana Umum | Keadilan Restoratf
Terentu Berdasarkan
Keadilan Restoratil
2 | Meningkatnya Kualitas Fersentase Perkara  Tindak 0%
Penyelesalan Penanganan Pidana Umum vyang Diproses
Perkara Tindak Pidana hingga Pra Penuntutan
0 e Persentase  Perkara  Tindak 307
Pidana Umum yang Diproses




: Sasaran Keglatan Indikator Kinerja Target
hingaa Panuniutan
4 Persentasa  Perkara  Tindak 0%
Pidana Umum yang Berkekuztan
Hukum Tatap {inkrachi van
gewisidezaak) pada Peradilan
Tingkat Pertama dan telah
Disksekusi
N Rincian Output Anggaran
o
1 | Perkara Pidane Umum Dslam Tahap Pra Rp. 400.000.000
Penuniutan Pada Kejaksaan Tinggi
2 | Dukungan HKegiatan Teknis Perkara Tindak Rp. 53.6844.000
Pigana Umum dl Kejaksaan Tinggl
3 | Lavanan Restorative .Justice Perkara Tindak -
Pidana Umum
Jumlah Rp 453 844 000
D. PRIORITAS NASIONAL
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia,

2. Pelaksaraan Tugas dan Kewenangan Kajaksasn Republik Indonesia dalam
Perauran PFerundang-Undangan sera Keanggotaan Kejaksaan datam Tim

Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktit/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertama,/

r&;‘da Seksi/A,

W
N

.—\gé
(Haru Sandika Triyana, 5H.)
kS




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerntahan yang efektil, transparan dan
askuniabel serla beronentasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini;

Mama . Basuki Arf Wibowo, S H., M. Hum
Jabatan : Kepala SeksiD

Selanjutnya disebut pihak pertama
Mama v Irwan Setiowan Wahyuhadi, S H., M.H.
Jabatan . Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

Selaku atasan langsung pihak partama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti vang lelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapalan target kinerja lersebul menjadl langgung jawats kami.

Pihak kedua akan melakukan supernvisi yang diperukan serla akan melakukan evaluasi
terhadap capalan Kinerja dar pedfanjian ini dan akan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanks:

Mataram, 01 Juli 2025

uki Arif Wiboweo, S H., M.Hum.)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A, TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideclogl pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan  mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kraatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi bind.

. Meningkalkan lapangan kera yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pangembangan infrastrukiur

. Memperkuzat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesenatan, presias olahraga, kesataraan gander, sera penguatan
paran perampuan, pamuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilinsasl dan industrialisasi untuk meningkalkan miai ambah di

dalam negern

. Membangun dan desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

» Memperkuat reformasi polik, hukum, dan birokrazi, serla mamperkual

pencegahan dan pemberantazan korupst dan narkoba,

. Mamperkua!l pamyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama uniuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

': Sasaran Kagiatan Indikator Kinerja Target
1 | Meningkalnya Penvelesaian | Persentase Perkara yang 70
Penanganan Perkara | Diselesaikan Berdasarkan
Tindak Pidarna  Umum | Keadilan Restoratil
Terentu Berdasarkan
| Headtan Reslorati
2 Mamngkﬂl.r'rira Kualitas Perseniase Perkara Tindak a0
Panyelesaian Penanganran Pidana Umum yang Diproses
Perkara Tindak Pidana hingga Pra Penuntutan
Limwim
3 Persentase  Perkara  Tindak | a0
- Pidana Umum vyang Diproses




!.—

-}
: Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
hingga Penuntutan
Persentase  Perkara  Tindak 80
Pidana UUmum yang Berkekuatan
Hukum Tetap (inkracht van
gewisjdezaak) pada Peradilan
Tingkat Perama telah
Dieksekus|
N | ~ Rincian Cutput Anngiﬂn_
o
1 | Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Rp. 400,000 000
Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi'Kefaksaan
MegeriCabang Kejaksaan Neger
2 | Dukungan Hegiatan Teknis Perkara Tindak Rp. 53.844.000
Fidana Umum di Kejeksaan Tinggi'Kemksaan
MNegeri'Cabang Kejaksaan Negeri
3 | Layanan Reslorative Justice Perkaa Tindak -
Pidana Urmum
Jumlzah Rp. 453.844.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
y

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik indonesia.

Felaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan  Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim

Lintas Kementrian/Lembaga.

Pelaksanaan Tugas Direklil/instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Jull 2025

uki Anf Wibowao, S.H., M_Hum)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangks mewujudkan manajemen pemeriniahan yvang efektif, tranzparan dan
akuntabel serta berorientasi pada haslil, yang bertanda tangan dibawah ini:

MNama : Ahmad Budi Muklish, SH., M.H.
Jabatan , Kepala Seksi B

Selanjutnya disebut pinak pertama

MNama v Inwan Setiawan Wahyuhadi, 5.H., M.H,
Jabatan . Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran peranjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yvang telah diletapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapalan target kinerja tersebul menjadi tanggung [awab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan seria akan melakukan evaluasi
lerhadap capalan kinerja darl pedanjian ini dan akan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Perfama,




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Aksalerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
£.

Memperkokoh ideclogi pancasila. demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistem perahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energl, eir, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru

. Meningkalkan lapangan kefa yang berkualitas, mendorong kewwausahaan,

mengembangkan industri kreatd, dan melanjutican pengembangan infrastrukdur.

. Mamperkuzt pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestas| clahraga, kesetaraan gender, sena panguatan
paran parempuan, pamuda, dan penyandang disabilitas

Melanjutkan hilinsasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilal tambah di
dalam negeri.

. Membangun dari desa dan dar bawah unituk pemeralaan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkual reformasi politk, hukum, dan birokrasi, seda memperkual

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,

. Mamparkuat penyelarasan kehidupan yang hammonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, sera penmgkatan tolerans: antarumat baragama uniuk mencapal
masyarakat yang adil dan makmur

C. KINERJA UTAMA

': Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Penyelesaian | Persenlase Pearkara yang T
Penanganan Perkara | Dizelesaikan Bardasarkan
Tindak Pidana Limum | Keadilan Restoratif
Terentu Berdasarkan
Koadilan HE'_SLEHB‘Lif
Z | Meningkatnya Kualitas Persentase  Perkara  Tindak a0
Panyelesaian Penanganan | Pidana Umum yang Diproses
Perkara Tindak Pidana hingoa Pra Penuntutan
3, | v Persentase  Perkara  Tindak B0
Pidana Umum yang Diproses




: Sasaran Keglatan Indikator Kinerja Target
hingga Penuntutan
Persentase  Perkara  Tndak | 90
Pidana Umum yang Berkekuatan
Hukum Tetap (inkracht wvan
gowlsidezaak) pada Peradian
Tingkat Pertama dan telah
Dieksekus

N Rinclan Output Anggaran

o

1 | Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Rp. 400.000.000

Penuniutan Pada Hejaksaan TingglKeaksaan
Negen/Cabang Kejaksaan Negeri

£ | Dukungan Kegiaian Teknis Perkara Tindak Rp. 53.844.000
FPidana Umum di Kejaksaan TinggiKeaksaan
Megeri/Cabang Kejaksaan Negeri

3 | Layanan Restoralive Justice Perkara Tindak -
Pidana Umum

Jumiah Rp. 453844000 |

D. PRIORITAS NASIONAL
E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Masional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republk Indonesia dalam
FPeraturan Perundang-Undangan sera Keanggotaan Kejaksaan dalam  Tim
Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Palaksanaan Tugas Direkliffinsiruks| Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025
Kedua, Pihak Pertama,

dak Pidana Umum,

uhadi, SH., MH.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektd, transparan dan

akuniabel serta beronentas! pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama EFRIEN SAPUTERA, 5 H., M.H.
Jabatan : PH. Kepala Seksi VWV

Selanjutnya disebut pinak perlama

Mama © SUHARTONO, S H., MH.
Jabatan . Asisten Bidang Intelijen

Selaku stasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pinak pertama Derjanji akan meéwujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal targel kinera [angka menengah
sepertl yang telah ditelapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhastlan dan
kegsgalan pencapaian target kinarja lersabul manjadi tanggung jawab kami,

Pihax kedua akan melakukan supervisi yang diperliukan sera akan melakukan evaluasi
torhadap capalan kinera dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang
dipariukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Mataram, 01 Juli 2025
Fihak Periama,

Pit. Kepala Seksl W,
e —— o
.

(EFRIEN SAPUTERA. SH.,. M.H. )




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1

2.

ap

Memperkokoh ideolog pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan  mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi binu.

. Maningkatkan lapangan kera yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatil, dan melanjutkan pengembangan infrastrukiur,

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, sera penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

- Malanjutkan hilinsasi dan industrialisasi untuk meningkatkan milai tambah di

dalam neger.

. Membangun dar desa dan dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberaniasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi  politik, hukum, dan birokrasi, serts memperkuat

pencegahan dan pemberantasan konupsl dan narkaba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, sera peningkatan toleransi antarumal beragama untuk mencapai
masyarakat yvang adil dan makmur

C. KINERJA UTAMA,

No _ Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 eningkalnya dukungan Persentase Pelaksanaan 50%%
Intelijen terhadap Kegiatan Pencarian
tugas dan  fungsi Buronan/Daftar Pencanan Orang
Kaojaksaan Republik (DPO)

Indonesia di Kejaksaan

Tirnggi, Kejaksaan Megean,
dan Cabang

Hejahsaan Ne_gge.-ri




-3
| No Rincian Output Anggaran
1 | Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO Rp. 80.000.000
Jumiah Rp. 80,000,000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategl Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Hejaksaan Republk Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggolaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Kemanirian/Lembaga

3. Polaksanaan Tugas Direktifinstruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Fihak Pertama,

Pit. Kepala Seksi V,

__ﬂ“dd_ﬂ_d_ _% T
= =
(EFRIEN SAPUTERA, SH, MH. )




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeklf, transparan dan
akuntabel sara berorientasi pada hasil, yang bertanda fangan dibawahn ni.

MNama : THORIO MULAHELA, SH., MH.
Jabatan . Kepala Seksi |V

Salanjutrya disabul plhak pertama

Nama ! SUHARTONOD, S H., MH.
Jabalan :  Asizten Bidang Imalijen

Selaku atazan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama beranji akan mewujudkan target kinefa yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerfa jangka menengah
seperti yang felah ditelapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kagagalan pencapaian large! kinena tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperukan serla akan melakukan evaluasi
terhadap capalan kinera dard perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pamberian penghargaan dan sanksi

Mataram, 01 Juli 2025
Finak FPertama,

i,

(THORIQ MULANELA, S5.H., M.H.)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A, TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,

B. DELAPAN AGENDA PEMEANGUNANPRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
P

Memperkokoh ideolog pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM].
Memamtapkan sistem pertahanan keamanan negara dan  mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energl, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi binu.

. Meningkatkan lapangan kera yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri krealil, dan melanjutkan pengembangan infrastrukiur.

. Mamperkuat pembangunan sumber dava manusia (SDM). sains, teknologl,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesataraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Malanjulkan hilinsasi dan industrialisasi unluk meningkatkan nilal tambah di

dalam negeri,

. Membangun dan desa dan dar bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberaniasan kemiskinan.

. Mamperkual reformasi politik, hukum, dan birokrasi, sertia memperkuatl

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur

C. KINERJA UTAMA

Mo Sagaran Keglatan Indikator Kinerja Target

1 | Meningkainya Kegiatan | Persentase Kegatan 90%
Pengamanan Pengamanan Pambangunan
Pembangunan Strategis Strategis




Rincian Output Anggaran

Rg. 100,000,000
Kegiatan Pengamanan Pembangunan Sirategis

di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Neger

Jumlah Rp. 100.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1.

2,

3.

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Repubiik Indonesia,

Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan seria Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Kementrian/Lembaga.

Pealaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Partama,
Kep zi IV,

[THORIO MULAHELA. SH., MH.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerntahan yang efektif, ransparan dan
akurtabal serta berorientasi pada hasil, yang berlanda tangan dibawah ini:

MNama . EDITANTO PUTRA, S.H.. M H.
Jabatan ¢ Kapala Saksi [l

Selanjutnya disebul pinak panama

Nama ¢ SUHARTONO, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Intelijen

Selaky atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjan)l akan mewujudkan iarget kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran peranjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperli yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian targset kinerja lersebul menjad| langgung jawab kami.

Fihak kedua akan melakukan supendsi yang diperlukan serla akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari peranjian inl dan akan mengambil Undakan yang
diparukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Mataram, 01 Juli 2025




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akszelerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

L
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
Memantapkan sistem perfahanan keamanan negara dan  mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
akonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kera yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri krealif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehsatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabiitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan indusirialisasi untuk meningkatkan nilal tambah di

dalam nagen

. Membangun darl desa dan dard bawah unfuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi  politik, hukum, dan birokrasi, sera memperkuat

pencegahan dan pemberantazan korupsi dan narkcba.,

. Mamperkuat peryelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, sera peningkatan toleransi anlarumal beragama untuk mencapai
masyarakat vang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Mo Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja i Target
1 | Meningkatnya  dukungan | Persentase Pelaksanaan ; 0%
Intalijen terhadap | Penyelidikan' Pengamanan/
tugas dan fungsi | Penggalangan (LIDPAMGAL) di
Keiaksaan Republik | Kejaksaan Tinggi dan
Indonesia Kejaksaan Negeri/Cabang
di  Kejaksaan  Tinggi, | Kejaksaan Neger
Kejaksaan Megeri, | Perzentaze Palakzanaan a0%
dan Cabang Kejaksaan | Kegiatan Pelacakan Aset
Megeri




1 | Kegiatan'Operas Intalijen Penyelidikan, Rp. 60,000,000
Pengamanan dan Penggalangan di Kejeksaan
TinggiKejaksaan Neger! Cabang Kejaksaan
Megeri

2 Rp. 72,600,000
Kegiatan Penelusuran Asat di Kejaksaan Tinggi

mn Meqgen

3 |Kampanye Ani Korupsi di Kejsksaan Rp. 30,000,000

TinggilKejaksaan  Neger/Cabang
Kajaksaan Hageri

Jumlah Rp. 162 500 000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Masional/Strategi Masional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Polaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejsksaan dalam Tim
Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktifinstruksi Jaksa Agung

-3
No Rincian Qutput Anggaran
|

Mataram, 01 Juli 2025

Fihak Pertama,

la Seksi
LN

(EDI TANTO P  BH., MH.)




PERJAMJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan mangjemen pemernntahan yang efekidf, transparan dan
akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda langan dibawah ini:

Nama ; EFRIEN SAPUTERA, 5.H., MH.

Jabatan . Kepala Seksi Penerangan Hukum
Selanjutnya disebut plhak pertama

Nama ¢ SUHARTONG, 5.H., MH,

Jabatan : Asisten Bidang Intalijen

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya dizsebut pinak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan targe! kinefa yang seharusnya sesuai
dengan lampitan parjanjian inl, dalam rangka mencapai target kinarja jangka manangah
seperi yang ftelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasitan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebul menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supenvisi yang diperlukan serla akan melakukan evaluasi
lerhadap capalan kinera darf peranjian ini dan akan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Mataram, 01 Jui 2025
Pihak Partama,
Kepala Seksi Penerangan Hukum,

£

(EFRIEN SAPUTERA, SH., M.H.)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Aksalerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologl pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem  pertashanan  keamanan negara dan  mandomng
kemandirian bangsa melalw swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonoml hijau, dan ekonomi bing.

. Meningkatkan lapangan kerja vang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri krealil, dan melanjulkan pengembangan infrastruklur,

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusis (SDM), sains, leknologi,

pendidikan, kesehatan, prestas: olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
poran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirzasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nial tambah o

dalam negen.

. Membangun darl desa dan darl bawah uniuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politk, hukum, dan birokrasi, serfa memperkust

pencegahan dan pemberaniasan korupsi dan narkoba,

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmaonis dengan lingkungan, alam,

gan budaya, serta peningkatan tolerans: antanumat beragama untuk mencapai
masyarakal yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA,

Mo Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Kualitas | Persentase Lembaga/Pihak yang 0%
dan Huantitas | Diben Penyuluhan dan
Penyuluhan dan | Penerangan Hukum

Penerangan Hukum




No Rincian Output Anggaran
1 Rp. 18,000,000
Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan
Tirggl! Kaejaksaan Megen/ Cabang Kejaksaan
Nager|
2 Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukwum Rp. 77,952,000
pada Kejaksaan Tingpl/Kejaksaan
Megen/Cabang Kejaksaan Megeri
3 Penyuluhan Hukum di Rp. 84 800,000
Kejakszaan TingaKejsksaan
Megeri/Cabang Kejaksaan
Megeri N
Jurrlah Rp. 180.752.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategl Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.

2, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim

Lintas Kementerian/Lembaga,
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juk 2025
Pihak Pertarna,

Kepala Seksi Penerangan Hukum,

{
e

(EFRIEN SAPUTERA, SH., MH.)



PERJAMNJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajermen pemerintaban yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientas) pada hasil, yang berlanda langan dibawah ini;

Fama . SUPARDIM, 3H., MH.
Jabatan . Kepala Seksi |

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama ¢ SUHARTONO, S.H., M.H.
Jabatan . Asisten Bidang Intelijen

Selaku atasan langsung pinak pertama, selanjulnya disebut pihak kedua

Pihak pertama befanji akan mewujudkan target kinerfa vang seharusnya sasual
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinenja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kam.

Pihak kecua akan melakukan supanisi yang diperlukan sera akan melakukan evaluasi
terhadap capalan kineja dan peranjian ini dan akan mengambil findakan yang
diperukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malaram, 01 Jul 2025
Pihak Partama,

Kepa I,

(SUPARDINIS H,, M.H.]



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
HEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

i

. Memperkokeh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2

Memantapkan sislem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangen, energl, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi binu.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahzaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pangembangan infrastrukiur

. Mempearkuat pambangunan sumbar daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, presiasi olahraga, kesetarsan gender, seria penguatan
peran perampuan, pamuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjulkan hilirsasi dan industnalisasi uniuk memngkaikan milai tambah di

dalam negen.

. Membangun dard desa dan dar bawah uniuk pemeratzan ekonomi dan

pembarantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, sera mamperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsl dan narkoba.

. Mamperkual peryelaragan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, seria peningkatan tolarans: antarumal beragama untuk mencapai
masyarakal yang adil dan makmaur.

C. KINERJA UTAMA

Hni Sasaran Keglatan Indikator Kinerja Target
1 enmgkatnya dukungan | Persentase FPelaksanaan 90%

niedijen lerhadap tugas dan | Penyelidikan/ Fengamanan/

ngsi Kejaksaan Republik | Penggalangan (LIDPAMGAL) di

ndonesia di @ Kejaksaan | Kejaksaan Tinggi dan

inggi, Kejaksaan MNeger, | Ketaksaan Negeri/Cabang

an Cabang Kejaksaan Megeri

jaksaan Hui-:ri




e - - 0 T

3

MNo Rincian Output Anggaran
1 Kegialan'Operasi  Inleljen  Penyelidikan, Rp 60,000,000
FPengamanan dan  Penggalangan di
Kejaksaan Tinggl'Kejaksaan MNegerll Cabang
Kejaksaan
Mager
Jumilah Rp. 60,000,000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategl Masional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.

Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktilinstruksi Jaksa Agung

(SUPARD

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kelaksaan Republlk Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serla Keanggolaan Kejaksaan dalam Tim

Mataram, 0 Juli 2025

Pihak Parama,

Seksi |,

&

LSH, MH.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawabh ini:

Nama . ROMULA HASONANGAN, S.H., M.H.

Jabatan . Kepala Seksi I
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . SUHARTONO, S.H., M.H.

Jabatan . Asisten Bidang Intelijen
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Asisten Bidang Intelijen, Kepala Seksi I,

(SUHARTONO, S.H., M.H.) (ROMULA HASONANGAN, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

';I Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya dukungan Persentase Pelaksanaan 90%

Intelijen terhadap Pengawasan Aliran

tugas dan fungsi Kejaksaan Kepercayaan Masyarakat

Republik Indonesia (PAKEM) di

di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Tinggi dan

Kejaksaan Negeri, Kejaksaan

dan Cabang Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
Kejaksaan Negeri Presentase Pelaksanaan Posko 90%
Intelijen




No Rincian Output Anggaran

1 Rp. 60,000,000
Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di
Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri

2 | Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Rp. 58,008,000

Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan

Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Jumlah 118,008,000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1.

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Asisten Bidang Intelijen, Kepala Seksi I,

(SUHARTONO, S.H., M.H.) (ROMULA HASONANGAN, S.H., M.H.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektf. transparan dan
akuniabel serta berorentasi pada hasil, yang berdanda tangan dibawah ini:

Nama : Chalis Al Rossi, S.H,M.H.
Jabatan : Kepala Subbidang Peryelesaian Asel

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ricky Febrandi, S.H.
Jabatan : Pit. Asisten Bidang Pemulihan Aset

Selaku atasan langsung pihak partama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak pertama beranji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran peranjian ini, dalam rangka mencapal {arget kinena jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kagagalan pencapaian largel kinera lersebul menjadi tanggung jewab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serla akan melakukan evaluasi

lerhadap capaian kinera dar perjanjian Ini dan akan mengambil tindakan yeng
diperiukan dalam rangka pamberian penghargasn dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonom| yang Inklusif dan Berketanjutan,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1:
2.

Mamperkokoh ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM),
Memantapkan sisiem periahanan kKeamanan negara dan  mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru,

. Maningkatkan lapangan kerja vang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industr krealif, dan melanjulkan pengembangan infrastrukiur,

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perampuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilinsasi dan industriasasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negen.

. Membangun dan desa dan dar bawah unluk pemerataan ekonomi dan

pembarantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasl politik, hukum, dan birokrasi, serda memperkuatl

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,

- Mamperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumatl beragama uniuk mancapal
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Prasantase Penyelesaan, BO%
Penyelesaian, Penyelamatan, dan Pemulihan
Penyelarmatan, dan Azet Negara
Pemulian Aset

No Rincian Output Angratn
1 | Pemelinaraan, Pemusnanan, Penyslesaian R, 200006000

barang/bukli'sitaan/rampasan
Jumiah Rp. 200.000.000




D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republk Indonesia,

Z. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Feraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertgma,

ng Fenyelesaian Aset,

Al Rossi, SH.M.H.)



FERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  Akhmad Adi Sugiarto, S.H..M.H.
Jabatan . Kepala Subbidang Manajemen Pengeiclaan Aset

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Ricky Febriandi, 5.H.
Jabatan © PH. Asisten Bidang Pemulihan Asel

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjuinya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual dengan
lampiran penanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menangah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Fihak Kedua, Pihak Partama,

Kepala Subbidang Manajemzn
Pengelolaan Aset,

(Akhmad Adi Sugiarto, S.H. M.H.)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonemi yang Inklusif dan Berkelanjutan,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
"

Memperkokoh ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistern pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandinan bangsa melalul swasembada pangan, energi, air, ekenomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong Kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan industralisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

- Membangun dan desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonoml dan

pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politk, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

MNo Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Penyelesaian, | Presentase Penyelaéaiﬁﬁ. : a0
Penyelamatan, dan Pemulihan | Penyelamatan, dan
| Aset FPemulihan Aset Negara
No | Rincian Output Anggaran
1 l Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Rp200.000.000
| barang/bukti'sitaan/rampasan
Jumilah Rp200.000 000




D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1, Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementnan/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direkfifiinstruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Kedua, Fihak Partama,

Hepala Subbidang Manajemen
Pangelolaan Asat,

(Akhmad Adi Sugiarte. S H.MH.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif, transparan dan
akuntabel seria berorientasi pada hasil, yarg bertanda tangan dibawah ini;

Mama : Mohamad Isa Ansyori, SH,. MH

Jabalan . Kepala Subbidang Penelusuran dan Perampasan Aset
Selanjutnya disebut pinak pertama

Mama v Ricky Febriandi, 5.H.

Jabatan Pt Asisten Bidang Pemulihan Aset

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran penanjian ini, dalam rangka mancapai target kinera jangka menengah
seperl yang lelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian larget Kinerja lersebul menjad tanggung jawab karmi.

Fihak kedua akan melakuken supervisi yang diperluikan serta akan melakukan evaluasi
lerhadap capaian kinerfa dar peranjian ni dan skan mengambil findakan yang
dipariukan dalam rangka pambernan penghargaan dan sanksi
Mataram, 01 Juli 2025

FPihak Periama,

Kepala\Subbidang Penelusuran dan
Perampasat As-e}

(Maoh l=a Ansyop, 5.H.,M.H.)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
HEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A, TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akseleras] Perftumbuhan Ekonomi yang Inkiusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasia, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistern pertehenan keamanan negam@ dan  mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energl, air, ekonomi kreat,
akonaml hijau, dan akonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewrausahaan,

mengembangkan industri kreatil, dan melanjultkan pengembangan infrastrukiur,

. Memperkuat pembangunan sumber days manusig (SUM), sains, leknologl,

pendidikan, kesehatan, prestasi clahraga, kesetaraan gender, serta panguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hiliisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nial lambah di

dalam neger.

. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pamberaniasan Kemiskinan.

. Memperkuat reformasi  politk, bukum, dan birokrasd, setda memperkuat

pencegahan dan pemberantazan korupsi dan narkoba.

. Memparkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan foleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakal yang adi dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

Ho Sasaran Keglatan Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Presentase Penyelesaian, B0%
Penyalesaian, Panyalamatan, dan Pemulihan
Penyelamatan, dan Azet Megara
Pemulihan Asel
No Rincian Output Anggaran
1 | Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelasaian Rp. 200,000,000
barang/bukli'sitaan/rampasan
Jumilah Rp. 200,000,000




D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Hejaksaan
Repubdik Indonesia,

2. Pelaksansan Tugas dan Kewenangan Kejgksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotasn Kejsksaan dalam Tim
Lintas Kementran/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Fihak Pertama,

Perempasan Asel.

Kepala iuhhidﬂng Penelusuran dan
il
{1l

Ané&‘nri. &.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujdkan manajemen pemernlahan yang efektil, transparan dan
akuntabel serla berorientasi pada hasil, yang berlanda tangan dibawah ini:

Mama ,  Bayu Wibianto, S H., M.H.
Jabatan v Kepala Seksi Perdata

Selanjutnya disebut pihak pertama

MNama ¢ Ade Indrawan, S H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjulnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian targel kinena lersabul menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan sera akan melakukan evaluasi
lerhadap capaian kinera darl perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang
dipariukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Mataram, 07 Juli 2025

Pihak Periama,

|




PERJANJIAN KINERJA TAHUMN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A, TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi vang Inklusil dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh idesiogi pancasila, demokras:, dan hak asasl manusla (HAM).
Memantapkan sistem pertahanan keemanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energl, air. ekonomi kreatif,
ekonami hijau, dan exonami biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualites, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastrukiur.

. Memperkuat pambangunan sumbear daya manusia (SDM}, sains, teknolog,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetarasn gender, seria pengustan
peran parempuan, pemuda, dan penyandang disabilias,

. Melanjutkan hi@linsasi dan industriahsasi untuk meningkatkan nilal tambah

dalam nageri.

. Membangun dan desa dan darf bawah unfuk pemerataan ekomomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi  politik, hukum, dan birckrasi, serfta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan ioleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakal yvang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

l: Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Keberhasilan | Persentase Perkara Perdata yang BO%
Penyeiesaian Ferkara | Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi
Perdata dan Tala Usaha
Megara
Persentase Porkara Perdala yang BO%
Ciselesakan Melalul Jalur MNon
Litigasi
Perseniase Perkara Tata Usaha B0%
Negara yvang Diselesaikan Melalui
Jalur Litigasi




: Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
2 | Meningkatnya Pengembalian | Persentase Pangembalian a0%
Kerugian Keuangan Megara | Kerugian  Keuangan  Megara
Melalui Jaler Perdata Nusa | Melaks  Jalur  Perdata MNusa
Tenggara Barata Tengoara Barat
Rincian Output Anggaran
o
1 | Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Rp 60.000.000
diselessikan o Kejaksaan Tingpi'Kemksaan
Meger/Cabang Kejaksaan Megen

Jumish Rp 60.000 000

. PRIORITAS NASIONAL

. KINERJA TAMEBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewesnangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serla Keanggolaan Kelaksasn dalam Tim
Lintas Kamenlrian/Lembaga.

4. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Jull 2025
Pihak Pertama,

Kepala Seksi Perdata, f/]
ol

ianto, S.H., M.H.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta beronentasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama . | Putu Gede Sugiarta, S H., MH.
Jabatan . Kepala Seksi Perimbangan Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - Ade Indrawan, SH., M H
Jabatan . Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Selaku atasan langsung plhak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinena yang sehanusnya sesua dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
ternadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Jul

(I a S.H., MH.)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akseleras! Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,

B. DELAPAN AGENDA PEMEANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

C. KINERJA UTAMA

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistemm pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru,

. Meningkatkan [apangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industn kreatf, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

. Memperkual pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologl,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi  politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

I: Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 | Meningkatnya Pelaksanaan | Jumlah Kegiatan Pertimbangan | BO%
Kegiatan Pemberian | Hukum, Pelayanan Hukum dan |
Pertimbangan Hukum, | Tindakan Hukum Lain

Pelayanan  Hukum  dan

: Tindakan Hukum Lain




Rincian Outputl Anggaran
1 | Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis Rp 9.600.000
di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Neger

"2 | Pertimbangan Hukum/Penampingan Rp 30.000.000
Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di
Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negen

; Jumlah Rp 39.600.000

D. PRIORITAS NASIONAL
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan sera Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementnan/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.

: rawan, SH, MH)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientas! pada hasil, vang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Faisal Bustami Makki, S H., M.H.
Jabatan i Kepala Seksi Tata Usaha Negara
Selanjutnya disebut plhak pertama
MNama : Ade Indrawan, 5.H,, M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Selaky atasan langsung pihak pertama, selanjulnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
sepertl yang lelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapalan target kinera lersebut manjadi tlanggung jawab kami.

Pl kedus akan melakukan supervisi yang diperiukan sera akan melakukan evaluasi
lerhadap capalan kinera darl perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang
diperukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Petdama,

Kepala Seksi Lisaha Negara,

(Faisal Bustam| Makki, §.H., M.H.}




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A, TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusil dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1:
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistern pertshanan kesmanan negara dan mendorong

kemandiran bangsa melalul swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonoml hjau, dan ekonomi bin.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kraatil, dan melanjutkan pangambangan (nfrastrukiur.

» Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), zains, ieknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Metanjutkan hilirisasi dan ndustrialisasi untuk meningkatkan niai tambah di

dalam regen,

. Membangun dar desa dan dar bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberaniasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politk, hukum, dan birokrasi, sertta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkual penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

M

A Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 | Maningkatnya Heberhasilen | Persentase Perkara Tata Usaha 80%
Penyelasaian Perkara | Negara yang Diselesaikan Melsiui

Perdata dan Tata Usaha | Jalur Litigasi
Megara




Rinclan Dutput Anggaran

Perkara Perdata dan Tala Usaha Negara yang Rp 60.000.000
diselesalkan o Kejaksaan TinggiKejaksaan
MageriCabang Kejaksaan Negerd

Z | Dukungan Kegiatan Teknis Perkare Perdata dan Rp 35.000.000
Tala Usaha Negara di Kejaksaan
TinggiKejaksaan Megeri/Cabang Kejaksaan
Megeri

Jumiah Rp 86.000.000

. PRIORITAS NASIONAL

. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelak=zanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Fepublik Indonasia.

2. Pelaksensan Tuges dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraluran Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim

Lirtas Kemantran/Lembaga.
d. Pelaksanaan Tugas Direktifinstruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025
Fihak Perlama,

Kepala S Tala Usaha Negara,

(Falsal Bustami Makki, S H_ MH




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemernntahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . BONNA RUMIRIS SITORUS, S.H., M.Hum.
Jabatan . ASISTEN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

MNama : WAHYUDI, S H., MH.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN TINGG| NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atazan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang lelah diletapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian Kinerja dar perjanjian Ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pembernan penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025
Fihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA ASISTEN PEMBINAAN,

T,

ik TENGGARA BARAT,
P g N

B I/Z/
o x
i /’f’

. M.H.) (DONNA RUMIRIS SITORUS, S.H., M. Hum.)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

ASISTEN PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

E. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2,

Memperkokoh ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, enargi, air, ekonoml| Krestif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru,

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengualan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah uniuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan Kemiskinan,

Memperkuat reformasi politk, hukum, dan birokrasi, serta mempearkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Mo Sasaran Program Indikator Kinerja | Target
1 | Meningkalnya  optimalisasi | Parsentase satuan Kefa di wilayah
reallsasi anggaran kejaksaan | Kejaksaan Tinggi Nusa Tengpara ;
RI Barat yang melakukan pengelolaan 90%
keuangan secara optimal
Indikatar Kinena Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) 9%
2 | Meningkatnya Kualtas | Jumlah Satker di wilayah Kejaksaan
Reformasi Birokrasi | Tinggi Nusa Tenggara Barat yang
Kejaksaan Rl ditetapkan sebagai Satker 5
WBK/WEBBM
31 | Meninakatnva kuantitas dan Persenfase sarana dan prasarana 80% |




MNo Sasaran Program Indikator Kinerja Target
kualitas sarana dan sesuai standar kebutuhan di wilayah
prasarana yang mendukung Kejaksaan Tinggi MNusa Tenggara
kinerja Kejaksaan Rl Barat

4 | Meningkatnya tertib | Tingkat pemenuhan inventarisasi dan
penyelenggaraan tata kelola | pelaporan Barang Milik Negara di 275
aset wilayah Kejaksaan Tinggl Nusa o,

Tenggara Barat

Persentase satuan kerja yang telah
melaksanakan inventarisasi BMN di | 54
wilayah HKejaksaan Tinggi Musa
Tenggara Barat

5 | Meningkatnya kepuasan | Persentase kepuasan terhadap
masyarakat terhadap layanan | fayanan hukum dari masing-masing 759,

hukum Satker
Mo Rincian Output Anggaran
Layanan Umum Rp. 683.458.000
Layanan Perkantoran : | Rp.49.116.430.000
Layanan Sarana Internal Rp. 6£49.789.000
Jumiah Rp. 50.429.677.000 |

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Masional di Lingkungan Kejaksaan
Republik indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksasn Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

FPihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ASISTEN PEMBINAAN,

. NUSA TENGGARA BARAT,

(DONNA RUMIRIS SITORUS, 5.H., M.Hum.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Datam rangka mewujudkan manajemen pemednitahan yang efeklif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasill, yang bertanda tangan dibawah ini;

Mama » Ahmad Zubaidi, 5 T..5.H.
Jabatan :  Kepala Subbagian Perencanaan

Selanjutnya disabul pihak pertama

Nama ¢ Donna Rumiris Sitorus, S.H. M. Hum.
Jabatan : Asistan Bidang Pambinaan

Salaku atasan langsung pihak partama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesual
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka meneangah
seperi yang felah ditelapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pancapaian larget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dipariukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian Kkinerja dan peranjian ini den akan mengambi findakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Jyll 2025

Pihak Kedua, Pihak

Muaﬁn Eidamg Pembinaan, Kepala Subb

1%

1an Herencanaan,

{Donna Rumiris Sitorus, 3.H. M.Hum.) {Ahmad Zubaidi, 3.T.5H.)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A, TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuian Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

BE. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sisiem periahanan keamanan negara dan  mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, anergl, air, ekonomi kreastif,
ekonomi hijau, dan ekonomi bin,

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industr kreatif. dan metanjutkan pengembangan infrastruktur

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknolog,

pendidikan, kesehatan, prestasi clahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemiuda, dan penyandang disabilitas,

. Melanjutkan hilinsasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai lambah
dalam nager
. Membangun dari desa dan dan bawah unlik pemeratzan ekonomi dan

pemberaniasan kemiskinamn,

. Memperkeat reformasi poliik, hukum, dan birokrasi, seria memperhuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan tolerans: antarumat beragama untuk mencapai
masyarakal yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

HNo Sasaran Keglatan Indikator Kinerja Target
] m—f
1 [Mn-ninﬂ:a!.nya Kualitas | Jumiah Satuan Kera yang ditetapkan ]
| Rafommasi Birokrasi | sebagail Satuan Kerja Wilayah Bebas
| Kejaksaan Republik | dari Korupsi (BK)JWilaysh Birokresi
| Indonesia Bersih Melayanl (WBBM)
2 | Meningkalnya Hasi Ponilaian Sistem Akuntabilitas B8
Akuntabilitas Kejaksaan | Kinerja Instansi Pemenntah (SAKIP)
| Republk Indonesia dari Kejaksaan Agung
3 | Menyiapkan rencana dan | Pembuatan rencana sirategis rencana 100%
koordinasi pearumusan | kena. laporan kinerja, laporan (silabing,
I‘Hahij&knn dalam | triwidan, dan tahunan, penyusunan
| penyusunan rencana | RWAKL, pelaksanaan revisl DIPA,




3

No Sasaran Kegiatan indikator Kinerja Target

dan program  kera, | monitoring dan  @valuasi  kinera
pemantauan, peniaian, | anggaran

gerta pengendalian
petaksanaanya

4 | Pembinaan manajemen, | Adanya kegiatan analisa jabatan, i
organisasi tafa [aksana | analisa beban kerja dan peta jabatan
dengan analiza jabatan | pada Kejaksaan Tinggl Nusa Tenggara
dan anglisa beban kerja | Baral

(ANJAE ABH)
No Rincian Output Anggaran
1 Layanan Umum Rp, 863 458 000
| 2 | Layanan Perkantoran Rp. 49116430000
Jumilah Rp. 43.779.6888.000

0. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMEAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

Z. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggolaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruks| Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Asisten Bidang Pembinaan, Kepala Subbagian Pgrencanaan,

L

{Danna Rumirs Sitorus, 5 H.,M.Hum.) (Ahmad Zubaldl, S.T.5H.)



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeklil, transparan dan
akurtabel serta berorientas! pada hasil, yang berlanda tangan dibawah ini

Mama . Tarmizi, S.H,
Jabatan . Kepala Subbagian Umum

Selanjutnya disebul pihak periama

MNama ¢ Donna Rumins Sitorus, S.H,,M.Hum,
Jabatan . Agisten Bidang Pembinaan

Salakuy stasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesual
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinera jangka menengah
seperti yvang lelah diletapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjad| tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supenvisi yang diperlukan serla akan melakukan evaluas
lerhadap capalan kinerja dari perjanjian inl dan akan mengambil tindakan yang
dipariukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Mataram, 01 Jul 2025
Pihak Kedua, Pihak Partama,
hsdm Bidang Pembinaan, Kepala Subbagian Umum,

L oo

{Donna Rumiris Sitorus, S H., M.Hum.) (Tarmizi, §.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Aksslerasi Pertumbuban Ekonomi yvang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM),

<. Memaniapkan sisiam perlahanan keamanan negara dan  mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. enengi, air. ekonomi kreatif,
ekonomi hifau, dan ekonomi biru,

3. Meningkatkan lapangan kerja yvang berkualitas, mendorong kewiraussahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengambangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknolog,
pandidikan, kesehatan, prestasi olahrags, kesetarasn gender, serls penguatan
peran parempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

8, Melanjutkan hilinsasi dan indusifialisasi unfuk meningkatkan nilal tambah di
dalam neger.

6. Membangun dan desa dan dari bawah unluk pemerataan ekonomi dan
pamberantasan kemiskinan,

7. Memperkuat reformasi  politik, bhukum, dan birckrasl, serta memperkuat
pencegahan dan pemberaniasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyaelarasan kahidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan ioleransi antarumat beragama uniuk mencapal
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Mo Sasaran Kegiatan indikator Kinerja Target

1 | Meningkatnya Kualas dan | Perseniase Satuan Kerja yang 60%
Kuantitas Sarana dan | Memiliki Sarana dan Prazarana
Prasarana yang Mendukung | Sesual Kebutuhan

Kinernja Kejaksaan Republik

Indonesia
2 | Meningkatnya kualtas tata | Indeks tala kelola pengadaan B0%
kalola pengadaan | barangfasa

barangjasa pemerintah




No Rincian Output Anggaran
1 Layanan Umum Rp. 663.458.000
2 | Layanan Perkantoran Rp. 49.116.430.000
3 | Layanan Sarana Internal Rp.  649.789.000

Jumlakh Rp. 50.420.677.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelak=anaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2, Pelasksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republk Indonesia dalam

Peraturan PFerundang-Undangan sera Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Kementrian/Lembaga,

3, Pelaksanaan Tugas Direktifinstruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Kedua. Pihak Periama,

Asisten Bidang Pambinaan, Kepala Subbagian Umum,

;%

(Dohna Rumirs Sitorus, S.H., M Hum.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangks mewujudkan manajermen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serda berorentasi pada hasil, vang berfanda tangan dibawah ini;

Mama i Harry Saparnl Tokhall, S.H,

Jabatan i Kepala Subbagian Keuangan
Seanjuimya disebul pihak perama

Mama : Donna Rumirs Storus, SH M. Hum.

Jabatar ¢ Asisten Bidang Pembinaan

Sefaku atasan langsung pihak perama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak periama berjani akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dangan [ampiran peranjian ini, dalam rangka mencapai target kinarja jangka menengah
seperti yang lelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasian dan
kegagalan pencapaian targel kinerja tersebul menjadi tanggung awab kami.

Pihak kedua akan melakukan superviei yeng diperlukan serta akan melakukan evaluss
lerhadap Capaian kinefjs dan perfanjian inl dan akan mengambil tndakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Kedua, Fihak Pertama,
Asiatén Bidang Pembinsar, Kepala Subbagien Keuangan,

(Denna Rumins Sitorus, S.H M Hum.) (H




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselarasi Pertlumbuhan Ekonomi vang Inklusif dan Berkelanjuian,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

¥
2.

Mamperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memanlapkan sistem  perta@hanan  keamanan negara  dan mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif
ekonomi hijau, dan ekonomi Diru.

. Meningkatkan |lapangan kera yang berkualtas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industn kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastrukiur,

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknolog,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keselaraan gender, serta penguatan
peran parempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,

. Melanjutkan hilivisasi dan indusiriaksasi untuk meningkatkan nilal tambah di

dalam nege,

. Membangun dar dess dan dar bawsh untuk pemerataan ekonoml dan

pemberantasan kemiskinan,

. Memperkual reformasi poliik, bukuwm, dan birckrasi, sefa memperkual

pencegahan dan pemberentasan korupsi dan narkoba.

. Memperkual penyslarasan kehidupan yang hammonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta penngkatan toleransi eantarumat beragama untuk mencapal
masyarakal yang adll dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Mo Sasaran Keglatan Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Optimalisasi Realisasi | Persentase Satuan  Kerja 00
Anggaran Kejaksaan Rl yamg Melakukan

Fangelolaan Keuangan
secara Uptimai
Indikatar Kinarja 91%,
Palakzanaan Anggaran
(K PA]




Nao Rincian Output Anggaran
1 | Layanan Umum Rp.  663.458.000
2 | Layanan Perkantoran Rp. 48 116,430 000

Jumiah Rp. 49.779.888.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Polaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

{Bonna Rumirs Sitorus, 5. H. M_Hum.)

Republic Indonesia.

Pelaksanaan Tugas dan Hawenangan Kejaksasn Republk Indoresia dalam
Peraluran Perundang-Undangan serla Keanggotaan Kejaksasn dalam Tim

Lintas Kementrian/l.embaga

Felaksanaan Tugas Direkuf/Instruksi Jaksa Agung

Pihak Kedua,
.ﬂﬁ-iﬁtﬂ'l Bidang Pembinaan,

-

Mataram, 01 Jul 2025

Fihak Perama,

Kepala Subbagian Keuangan,

H




PERJANJIAN KINERJA
TAHUMN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang ofektil. ransparan dan
akuntabel serla berorieniasi pada hasil, vang bertanda tengan dibawah inl:

Mama : Sabda, SH.
Jabatan ; Kepala Subbagian Data Statistk Kriminal dan  Teknologi
Informasi dan Perpustakaan

Selanjutnya disebut pihak pafama

Mamg - Donna Rumiriz Sitorus, S.H.,M.Hum,
Jabatan . Asisten Bidang Pembinaan

Salaku stasan langsung pihak perdama, selanjutnya disebul pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kineria yang seharusnya sesual
dengan lampiran perjanian ini, dalam rangka mencapal target kinesja jangka menengah
goperti vang telah dilelapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tangaung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
lerhadap cepalan kineda dar perjanfan ini dan akan mengambll tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Kedua, Fihak Pertama,
Asistan Bidang Pembinaan, Kepala Subbagian Dala Statistik Kriminal

dan Teknologi Informasi dan

tDonna Rumins Sitorus, 5.H. M. Hum_)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Aksalerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusil dan Berkelanjutan,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkoxoh ideologl pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
Memantapkan

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energl, air, ekonomi kreatf,

sisterm  pertghanan keamanan negara dan  MEenconong

ekonomi hijgu, dan ekanomi bina.

- Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendoreng kewrausahaan,

mengembangkan industri kreatil, dan melanjulkan pengembangan infrastruklur

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesahatan, prestasl olahraga, kesetaraan gender, sarta panguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,

. Melanjutkan hiliisasi dan industrialisasl untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri
. Membangun dan desa dan dar bawah unluk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasl  politik, hukum, dan birokrasi, sarta memperkcual
pencegahan dan pemberaniasan korups dan nerkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkalan Inlerans: antarumal beragama uniuk mencapai
masyarakal yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Mo Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

E S I"-Er;ﬁpitam;ra Fersentase BSaluan Kerfa yang S0%
Opimakisasi  Realisasi | Melakukan Pengelolaan Keuangan
Angoaran Kejaksaan RI sacara Optimal

Indikator Kinerja  Polaksanaan 81%
Anggaran (KPA)

2 |Maningkatnys Kualas | Jumlah Sawan Kera  yang 5
Reformasi Birokrasi | ditetapkan sebagal Satuan Kerja
Kejaksaan Republik | Wilayah Bebas dar Korupsi
Indanesia (BE}Wilayah  Bimokrasi  Bersih

Mealayani (WBBM)

3 | Meningkatnya Kuaktas | Persentase Saluan Kera yang B0%

| dan HKuantitas Sarana | Memilki Sarana dan Prasarana




Mo Sasaran Keglatan indikalor Kinerja Targat
dan  Prasarana  yang | Sesual Kebuluhan
Mendukung Kinesa
Kigjaksaan Republik
Indonesia
No Hinclan Ouiput Anggaran

1 | Layanan Wrmuwm

Rp. 663458000

2 | Lengarcan Porkantorsmn

Rp. 49,116.430,000

Jurmlah

Rp. 48.779.858 000

D. PRIORITAS NASIOMAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksl Nasional'Strategl Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan  Perundang-Undangan sera Keanggolaan Hejaksaan dalam Tim

Lintas Kementriani_embaga.

3, Pelaksanaan Tugas Direktil/insiruks] Jaksa Agung,

‘Fihak Kedua,
'ﬁ Ny
Asisten Bidang Pembinaan,

-

{Donna Rumiris Storus, S.H., M. Hum.)

Mataram, 01 Juli 2025

Fihak Periama,

Kepala Subbagian Data Staiistk Kriminal

dan Teknobogi Informasi dan




PERJANJIAN KIKER.JA
TAHUN 2025

Dalam rangks mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda langan dibawah in:

Nama { Zohr, SH
Jabatan . Kepala Subbagian Kepegawaian

Selanjutnya disebul pthak pertama

MNama ¢ Donna Rumirs Sitorue, S.H., M. Hum,
Jabatan . Asisten Bidang Pembinaan

selaku atasan langsung pinak periama. selanjutnya disabut pihak kedua

Hihak pertama beranji akan mewujudkan target! Kineda yang sehamsnya sesuai
dengan lampiran perangian ini, dalam rangka mencapai targel kinerja jangka menengah
sepertl yang lelah distapkan datam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian farget kinarja tersebul meanjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan sera akan melakukan evaluasi
lerhadap capaian kinerja dan pedanjian inl dan akan mongambil findakan varg
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Asisten Bidang Pembinaan, Kepals Subbagian Kepegawaian,
{Donra Rumins Sitorus, S5 H. M Hum ) {Zohri, SH.)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akseleras Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1
2

Memperkokoh ideclog pancasila, demolrasi, dan hak asas manusia (HAM),
Memantapkan sistem perlahanan  keamanan negara dan  mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, enengl, air, akonomi kraatif,
exonemi hifad, dan skonomi i,

Meningkatkan lspangan kerja yang berkualtas, mondorong kewirausahaan,
mangembangkan industn kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur,
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), salns, teknabogl,
pendidikan, kesehatan, prestasl olahraga, keselaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pamuda, dan penyandang disabilitas

Metanjutkan hilinsasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalarm negeri,

. Membargun dard desa dan dar bawah uniuk pemerataan ekonomd dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperhual reformasi  politk, bukum, dan birokrasi, sera memperkual

pencegahan dan pemberantasan korupsl dan narkoba.

. Memperkusl penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serla peningkalan lolerans antarumat beragama uniuk mencapal
masyarakal yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Ma

Sasaran Kegiatan indikator Kinerja Target
T | Meningkabrya Kuakitas dan | Presentase SDM Hejaksaan RI B5%
Kuantitas SOM Aparatur | yang telah memilkl sertfikat
Kejaksaan R sasual standar kompebensi
Fresentase Pejabal Struktural B5%
sisual kompetens|
Persentase satuan kera yang B0
telah  memenuh  jumlah  SDM
sesual kebuiuhan




No Rincian Output Anggaran
1 | Layanan Umum Rp. 663458000
2 | Layanan Perkantoran Rp. 45, 916,450,000

Jdumlzh

Rp. 49.779.888.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategl Masional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonasia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Hejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraluran Perundang-Undangan serts Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim

Linlas Kemanirian/lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

Fihak Kedua,

.H:H-'t-hn Bidang Pemkbinaan,

{Donna Rumins SHorus, S.H, M Hum.)

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Partama,

Kepala Subbagian Kepegawaian,

(Zohr, S.H.)




